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ABSTRAK

Tujuan kebijakan hukum adalah memberikan perlindungan hak-hak
setiap warga negara dan memastikan kehidupan yang lebih baik. Salah satu
bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Daerah. Dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan..umum Pemerintah ™ diberikan wewenang untuk
melakukan intervensi “untuk “melakukan kegiatan sosial dalam tugas-tugas
organisasi-yang bersifat kepentingan umum. Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan
kebijakan untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima dengan
mengeluarkan “Perda Nomor 11 Tahun- 2001 mengenai lzin Penataan dan
Pembinaan penjual Kakiylima. Salah satu‘‘apavatur yang bertugas sebagai
pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang
bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan
sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
umum.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Proses Penegak
Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki-Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru dan juga apa hambatan dalam
Proses Penegak Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru

Penelitian ini mengunakan pendekatan observational research atau
sosiologi  melalur survey langsung kelapangan (field  research) untuk
mengumpulkansdata primer_dan skunder yang didapat dari.responden melalui
wawancara untuk dijadikan data/informasirdalam penulisan ini yang berfungsi
sebagai penunjang untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk
menegakan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman
prilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kota
Pekanbaru adalah salah ‘satu kota besar di Indonesia pusat segala aktivitas
ekonomi, sosial danbudaya. Seperti halnya _kota-kota lain yang sedang
berkembang dan tak pelak perubahan-perubahan tersebut memunculkan beberapa
persoalan terkait ketertiban umum, yaitu munculnya persoalan adanya aktifitas
pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai
pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP). Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang kaki
lima (PKL) yang berjualan di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru, dalam hal ini
dilakukan oleh Satpol PP telah melakukan berbagai upaya diantaranya upaya
Preventif dan upaya Represif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum,Peraturan Daerah,Satpol PP

viii



ABSTRACT

The purpose of legal policy is to protect the rights of every citizen and
ensure a better life. One form of legislation in Indonesia is Regional Regulation.
In order to realize public welfare, the Government is given the authority to
intervene to carry out.social activities in the tasks of‘the organization that are of
public interest. The Pekanbaru. government.issued a policy to overcome the
problems of street wendors by issuing Regional Regulation No. 11 of 2001
regarding the Management and Management License for street vendors. One of
the apparatuses serving as supporters of the implementation of regional
government is the Civil ServicecPalice Unit (Satpol PP). This unit is a regional
government apparatus tasked with assisting regional-heads in the implementation
of governance and as a front guard or front line in the field of peace and public
order.

The main problem in this study is how the Law Enforcement Process
Against Perda-Number 11 of 2001 Concerning Arrangement and Guidance of
Street Vendors by Satpol PP in Pekanbaru and also what are the obstacles in the
Law Enforcement Process Against Perda Number 11 of 2001 Concerning
Arrangement and Coaching of Street Vendors by PP Satpol in Pekanbaru
This study uses an observational research or sociology approach through field
research to collect primary and secondary data obtained from respondents through
interviews to be used as data /infermation in. this paper that serves as a support to
identify problems in the community.

Law enforcement is-the process of carrying out efforts to enforce or
function of legal'norms in practice as a guideline for legal relations in community
and state life. Pekanbaru City is one of the major cities in Indonesia central to all
economic, social and cultural activities. As with other cities that are developing
and inevitably these changes raise several issues related to public order, namely
the emergence of ‘the problem of the activity of street vendors who sell not in
places provided by the Pekanbaru City Government.

One of the apparatuses serving as.supporters of the implementation of
regional government is the Civil"Service Police Unit (Satpol PP). The process of
implementing law enforcement against street vendors (PKL) who sell at
Sukaramai Market in Pekanbaru City, in this case carried out by Satpol PP has
made various efforts including Preventive efforts and Repressive efforts.
Keywords: Law Enforcement, Regional Regulations, Satpol PP
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PENDAHULUAN

erwujud  apabila
harus sama
. Dan apabila
aturan terse ak dite /é pan masyarakat

sehingga peratura ebut a a. (Lili & rasjidi,

seperti hukum pidana kepentingan harus dilindungi adalah untuk kepentingan
rakyat, supaya bahwa posisi Negara dengan gaya pembinaan hukum menjadi lebih
banyak. (Ali, 2012, hal. 6)

Salah satu bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan
Daerah, yang mana tercantum di Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah daerah berhak menentukan peraturan
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daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas bantuan.”

Untuk itu berarti menjalankan keadilan di daerah, perlu dibentuk Peraturan

Daerah.

di atur dalam Pasal 7

undang-undang mana yang paling tepat untuk menjadi dasar hukum dalam
pembentukannya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum Pemerintah diberikan
wewenang untuk melakukan intervensi untuk melakukan kegiatan sosial dalam

tugas-tugas organisasi yang bersifat kepentingan umum yakni persetujuan,



pembatalan wewenang, pendirian balai pengobatan, pendidikan, industri juga
termasuk juga membuat aturan-aturan hukum.

Kehadiran departmen pengelola kawasan berfungsi menjalankan
kepentingan warga. Strategi kebijaksanaan.agar diharapkan. wajib berlandaskan
keperluan dalam masyarakat, sehingga disetiap area harus mempunyai peraturan
berbeda dalam aturannya. Konsekuensi| @ariy fungsi yang didelegasikan dalam
suatu daerah akan berbeda dengan daerah lain berdasarkan perbedaan karakteristik
geografis dan mata pencaharian penduduk.

Peraturan yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Daerah yang
berpedoman pada pemerintah pusat harus serius memperhatikan karakteristik
daerah dan kebutuhan masyarakat setempat hingga bantuan warga supaya sesuai
serta dapat di pertanggung jawabkan bukan cuma sebagai administratif namun
juga pada segi kemampuan, .agar dicapai. (HR, 2006, hal. 250) Pemerintah
Pekanbaru mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengatasi permasalahan
tersebut dengan mengeluarkan regulasi aturan Daerah. Nomor 11 Tahun 2001
mengenai lzin Penataan dan Pembinaan penjual. Kaki Lima. Yang menjadi
pertimbangan Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan aturan yaitu mengatakan ciri
ciri potensi pembentukan bersama salah satubisnis bagian bebas, yang meliputi
PKL, yang mana perlu mendapatkan jaminan, perlindungan, bimbingan dan
peraturan dalam melakukan bisnis agar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan
mereka.

Sedangkan Pengertian penjual kaki lima dalam aturan Menteri No 41

Tahun 2012 perihal Prinsip Penertiban dan kesediaan Penjual Kaki Lima dalah
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pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan fasilitas

bisnis bergerak atau tidak bergerak, menggunakan infrastruktur perkotaan,

fasilitas publik, tanah dan bangunan properti sementara dan non-permanen milik

Untuk penguasaan PKL sebagai upaya pemerintah untuk mengekang
masyarakat Pekanbaru agar tidak tercemar. (Bambang Yudhoyono, 2002, him:
12). Dalam mengendalikan PKL, diharapkan untuk menjual di tempat-tempat
yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Pasar yang telah dikelola

dengan baik oleh Pemerintah Kota (Pemko) sendiri melalui Layanan Pasare, atau
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pasar yang dikelola oleh pihak ketiga atau pasar yang dikelola bersama antar
Pemerintah Kota dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat.
Penertiban dilakukan karena pedagang kaki lima yang berjualan

disepanjang jala : s ibatkan ma lalu lintas yang

berjualan

2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintah daeerah yang mana telah membagi keleluasaan setiap daerah otonomi
untuk mengatur dan mengelola masalah dalam Pemerintah Daerah, yang mana
Peraturan tersebut tak bisa berlawanan pada undaang-undang nan lebih diatas.
Konsekuensi dari legislasi lebih kontradiktif dengan legislasi nan

bertambah tinggi adalah pembatalan Perda tersebut. Yang termuat dalam hirarki



undang-undang bahwasanya perda harus tetap mengacu pada undang-undang
yang lebih tinggi sesuai dengan hukum nasional. (Kusumaatmadja, 2002, hal. 81)

Peraturan Daerah dalam menggunakan sanksi administratif berpedoman
atas macam-macam sanksi pidana.yang termuat-di Pasal 10 KUHP. Dan mengenai
batas sanksi maksimum tersebut tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang.Pembentukan Wndang-Undang.

Perangkat yang berfungsi dalam penerapan pelaksanaan pemerintah
daerah yakni Satuan polisi Pamongpraja. di mana berkontributif menolong pejabat
daerah supaya melaksanakan pemerintahan kawasan sebagai benteng terdepan
dalam perdamaian serta ketertiban umum, sebagaimana tertuang di Pasal 225 ayat
(1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Penguasa Daerah: “Satuan
kepolisian pegawai negeri dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, serta
melakukan Kketertiban. umum_dan perdamaian; dan mengatur perlindungan
masyarakat. Terkait dengan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penegakan hukum sebagai aparatur pemerintah daerah”.

Pendorong dalam keberhasilan penerapan kewenangan daeerah agar
melakukan pembinaan aturan wilayah dalam membuat tata pengelola supaya
bagus sangat diperlukan peranan satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu
Polisi merupakan benteng terdepan dalam memastikan pelaksanaan peraturan
daerah serta upaya untuk melakukan penegakan di tengah-tengah masyarakat.
Untuk menindak dan melakukan penegakan hukum mengenai ketertiban PKL.
"Kesatuan Polisi Pamongpraja berdasarkan dipasal 1 ayat (8) aturan Pemerintahan

Republik Indonesia, No 6 Tahun 2010 berkenaan kesatuaan Polisi Pamongpraja
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ialah “Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP adalah
bagian dari jebakan  daerah dalam penegakan peraturan daerah dan

penyelenggaran ketertiban umum dan perdamaian publik” dan dalam Pasal 1 ayat

berbunyi “Satpo : 1 erah dan mengatur

ketertiban masyarakat”.

Sehingga PP membuat
perlengkapa kan penertiban
umum serta

. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah,

penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan
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Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negara Sipil
Daerah, dan/atau aparatur lainnya.

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

am peraturan
daerah ada sa dari perangkat
daerah me enjaga ketertiban
umum dan ebagai Satpol PP
yang meme penyelidik pegawai
negeri sesual dengan 3 an yang terkandung

dalam Pasal 3A an Pe : ; 33 tentang Penerapan

pegawai negeri tertentu diberi wewenang oleh Undang-undang",

2. "Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa penyidik terhadap tindak pidana
tertentu dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang dalamn
pelaksanaan tetap dibawah koordinasi pengawas penyidik polri*,

3. Pasal 49 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah :
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1) "Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik
negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan™.

2) "Penyidik dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan

yang diberi

ggatan atas

7. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Daerah.
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9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang

"Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam

Penegakan Peraturan Daerah".

2. Apa hambatan dalam Proses Penegak Hukum Terhadap Perda Nomor 11
Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh
Satpol PP di Pekanbaru ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Penegak Hukum Terhadap Perda
Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki

Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru

Sedangk

<
g, :
o

ARAENA

= 5
\ S
<

Riau, dan

selanjutnya.
D. Kerangka Teori

Penegakan hukum dalam hal subjek dapat diartikan sebagai upaya oleh
aparat untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan
sebagaimana mestinya, di mana pejabat penegak hukum, jika perlu dapat
menggunakan kekuatan untuk menegakkannya (Soerjono Soekanto,

1986, him. 8).

11



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang
mencakup atau mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan

nilai-nilai yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum

pengawasa

kriminal at

ketentuan

untuk mengubah keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang
dimaksud di sini adalah pemikiran para pembuat hukum yang didefinisikan dalam
peraturan hu kum ( Edi Setiadi, 2017, hal: 140 ).

Kadang-kadang situasi yang terjadi di masyarakat belum memiliki
peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah dalam kerangka mengatur

kesejahteraan masyarakat diberikan Freies Ermessen, yang merupakan otoritas

12



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

hukum untuk campur tangan dalam kegiatan sosial untuk melaksanakan tugas-
tugas pengorganisasian kepentingan publik seperti memberikan izin, melakukan

pencabutan hak ( onteigening) mendirikan rumah sakit, sekolah , perusahaan dan

ang-undang dan

peraturan ya 3 ak ada a i bagai dasar bagi

pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum
politik. ( Ridwan HR , 2006, hal: 101) .

Menurut  P.  Nicolai, otoritas adalah  kemampuan  untuk
melakukan tindakan hukum tertentu yang merupakan tindakan yang dimaksudkan

untuk menimbulkan konsekuensi hukum dan termasuk munculnya dan lenyapnya
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konsekuensi hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan

tindakan tertentu ( ( Ridwan HR , 2006, hal: 102) .

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah akan lebih efektif jika dalam

. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan Masalah sosial;

8. Pelayanan dibidang ketenagakerjaan;

9. Fasilitas pengembangan koperasi,usaha kecil menengah;

14
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10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertahanan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

13.

15.

16. Perundang-

1. Teori

d) Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif
(cipta);

e) Protektif, seperti contoh hangat (aktual) adanya Bill Jenkins di AS;

f) Legalis, yaitu keadilan yang ingin di ciptakan oleh undang-undang.

2. Penyebab orang menaati hukum, yaitu (Said Sampara, 2009, him: 54).:

15
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a) Teori Kedaulatan Tuhan, mengatakan bahwa Negara adalah
merupakan wakil Tuhan sehingga negara memiliki kewenangan untuk

menyelenggarakan tata tertib di dunia ini. Sementara hukum itu adalah

-
“
”
v
g,

wL e
° N -

0 U c
' .a dak menaati terhadap hukum,
akan dianggap ‘ e -norma kebenaran yang dianut
oleh masyarakat itu sendiri.
b. Teori Berlakunya Hukum Secara Sosiologis
Menurut ahli Sosiologis dan Antropologi Budaya, “Sumber Hukum
adalah seluruh masyarakat”, yang ditinjau melalui seluruh lembaga-lembaga

sosial. Sehingga diketahuilah apa yang pantas untuk menjadi hukum yang

16
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merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa masyarakat dan disertai sanksi

dalam berbagai lembaga-lembaga sosial.

c. Teori Berlakunya Hukum Secara Yuridis

disebut su

Pemberlakus : kan keadilan yang
maksimal et b ik
persamaan,

hukum adat nenyeless a te gketa yang bersifat

untuk menghindari kesewenangan-wenangan atau ketidakpastian dalam penerapan
hukum pidana. Penerapan hukum pidana berdasarkan kebiasaan atau penafsiran
hakim belaka cendrung menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan kata lain
hukum pidana digunakan untuk kepentingan penguasa. Guna mengatasi itulah,

Becaria di Itali (1764) mengusulkan hukum pidana harus tertulis supaya hak asasi

17
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manusia dapat dijamin dan dapat mengetahui tindakan yang terlarang dan yang di
haruskan.

Pada awal abad ke 19 Anselm Von Feuerbach memperkenalakan prinsip

banyak perbua 3 di ) Al , tersebut tidak
diatur dala raturan per ‘j dan di :h_ tindak pidana yaitu
perbuatan yan

dapat dipid

kecualiannya.

Ketika berbicara tentang penegakan hukum, tidak akan terlepas juga
untuk membicarakan masalah hukum. Maka perlu untuk menjelaskan pengertian
hukum. Menurut kelsen, hukum adalah sistem aturan, nilai, dan pola perilaku
yang pada dasarnya pandangan untuk menilai atau mengukur sikap (Burhan

Ashofa, 1996, him: 22)
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Dalam arti sempit, dalam hal subjek, penegakan hukum hanya ditafsirkan
sebagai upaya oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan

memastikan penegakan hukum, jika perlu, petugas penegak hukum diizinkan

b) Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah peredaran kosmetik
ilegal misalnya, pihak Satpol PP , Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum)
dan pihak-pihak lainnya berperan penting dalam penyelesaian masalah ketertiban

Pedagang kaki lima.
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c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Dalam konsep operasional ini penulis memberikan batas-batas tentang
terminology dalam judul serta bagian cakupan penelitian, supaya agar tiada
kekeliruan dalam penafsiran yang ada didalamnya yang berkaitan tentang

penelitian yang penulis buat ialah:

20
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Analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk

perkaranya, dan sebagainya).

ngsi aktual

=

\ A ¥

norma-no u lintas atau

hubungan Hadikusumo,
2013, hal:
Pe

berasal dari

y S 30 M L5

tertentu. Bia cejaha . . pidana umum yang

biasanya dit

dalam meningkatkan kesejahteraan.
Pekanbaru adalah Ibukota Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kecamatan
dan 58 Kecamatan atau Desa Desa berdasarkan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor

3 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten .
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Penataan adalah proses pengaturan dan persiapan, Sementara

membina adalah proses untuk menumbuhkan yang lebih baik. Apa yang

dilakukan penataan dan pembinaan di sini adalah PKL .

n_bisnis atau layanan,
)

A Q@ swn

g Kecamatan

sebagai penunjang untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat.
2. Lokasi Penelitian
Tempat pengkajian oleh penulis ambil buat mengerjakan pengkajian
yakni di Pasar Sukaramai jalan Sudirman. Karena Pasar Sukaramai termasuk 7

pasar yang terdata dalam Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Sehingga penulis
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mengambil lokasi penelitian di pasar ini sebagai perwakilan dari seluruh pasar

yang telah terdata oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

mewakili dari

Penjual Kaki Lima

Sukaramai

Ketua Pedagang Pasar 1
Plaza Sukaramai (SP3S)
Ketua Satpol PP Kota 1 1

Pekanbaru

Sumber : Data Pra Survey

4. Data dan Sumber Data
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Didalam melakukan penelitian penulis mengambil 3 akar informasi oleh

akan penulis buat didalam pengkajian yakni:

a. Data Primer

internet serta lain, yang bertujuan untuk mendukung data dan sekunder (Riduan
HR, 2006, hal. 52).
5. Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian alat pengumpulan data yang penulis

gunakan yaitu:
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a) Wawancara (Interview), penulis mengambil data dengan melakukan

tanya jawab dan dialog kepada nara sumber untuk mendapat informasi

langsung oleh narasumber serta mendukung mengenai pengkajian nan
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

provinsi

di Pulau

sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi
kesejahteraan masyarakatnya (Sumber Internet, diakses jam 20.15 WIB, Tanggal
07 November 2019).

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai
Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari

pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada
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abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi
para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini
berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari
peran Sultan Siak ke 4 Sultan.. Alamuddin.~Syah yang »memindahkan pusat
kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk
menghindari campurtangan Belanda'ke dalam .urusan keluarga kerajaan, setelah
sebelumnya beliau = berhasil  menaiki tahta . dengan  menggeser
keponakannnya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun
di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan
daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan
tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh-Cina dan ke barat
sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini
kemudian dilanjutkan oleh~putranya Sultan Muhammad Ali" (Sumber Internet,
diakses jam 19.15WIB, Tanggal 08 November 2019).

Di zamannya, pekan baru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga
lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal. daripada Senapelan. Pada
tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “"Dewan Menteri" dari Kesultanan
Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan
Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari
diperingati sebagai hari jadi kota Pekanbaru

1. Geografi
Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada

jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan,
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Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada

bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kab. Kampar.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke

terbanyak pertumbuhan

ekonomi Pe pertumbuhan

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu,
Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari
Tanjungpinang ke  Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar
menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota,
namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya

Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.
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Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha,
pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat
Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir
Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain
itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di
Pekanbaru, terutama setelah eramilenium: dikarenakan perekonomian Pekanbaru
yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa
pendudukan _tentara Jepang, sebagian mereka . juga sekaligus sebagai
pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950
kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota
Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi
kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari
lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi (Sumber
Internet, diakses jam 21.12 WIB, Tanggal 08 November 2019).

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi,
membuka banyak peluang pekerjaan, whal ini juga menjadi pendorong
berdatangannya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin
menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di
pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution

3. Agama di Kota Pekanbaru
Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh

masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik,
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dan Hindu juga terdapat di kota ini. Data yang dikumpulkan Kementerian Agama
menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru terdapat masjid dan

gereja.

itu, muncu

Plaza Citra,

Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi guna menemukan tersangka.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah

penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya
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tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi,

maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada

tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan

tersangkanya.
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Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah
diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum

diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu

mengatur te - hbatasan pejabat

penyidik
tersebut ads
1. P

Pas Jana (KUHAP)

menjelask bertugas dan

AR

15“"‘3
i

berkewajib

=
“-‘-
.5
o
D
S
&
o
=
QD
>
O
[
z.

QQ pidana setelah mendapatkan
bahan keterangan yang cu . erka rsebut bukan dalam wilayah
pidana tetapi dalam wilayah perkara lain.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik,
maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam
Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan

kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan
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diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim
peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik

N

enyidik penuh”,

=
&
>
@D
=
5.

SRR

etnan Dua apabila

penyidik yang

e )
.3
..3.
o
o
@
S
Q
D
5
3
N—
D
o
2

sebagaimana yang diperinci pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-
mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab
yang dipikulnya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan sesuai dengan

kedudukan, tingkatan, kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban

dan tanggung jawab penyidik.
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Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat
Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian

Negara menurut syarat-syarat yang diatur denganperaturan pemerintah. Pejabat

epolisian Negara

engatur  Muda

jawab penyidik dalam bidang penyidikan adalah sebagai berikut:
1) Membuat Berita Acara (BAP) tentang hasil pelaksanaan tindakannya;
2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik
yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik
yang dari pejabat kepolisian.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu:
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a) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
b) Dalam hal penyidikan sudah diangga selesai, penyidik menyerahkan

tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

a pengenal diri

d) Melaku : an. eNé .. "_.1 ) { ol penyitaan;

i) Mengadakan penghentian penyidikan;
j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Penyelidik Pegawai Negeri Sipil

Penyelidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat layanan sipil tertentu

yang mendasarkan legislasi yang ditunjuk sebagai penyelidik dan memiliki
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wewenang untuk melakukan investigasi kriminal dalam ruang lingkup legislasi
yang menjadi dasar hukum masing - masing .

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian,

Direktur P

dan dibina

- Undang-Undang Nomor ahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983

- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen

Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipii

36


https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Administrasi_Hukum_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.09.01
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi,

dan Pengambilkan Sumpah dan Janji Pejabat Penyidik Pegawai

Tahun

harus

@\‘é\\ :

2, u
— -
2
N
—~
o
c
&
&
=
c
>

Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;

- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

- setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
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pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

- Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan

L

penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik,
jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan
bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut
umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP. Dalam hal dimulainya penyidikan,
PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat
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pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang
menentukan lain (Perkap No. 6 Tahun 2010);

4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan

melakukan penyidikan;

c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana

tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan
merupakan kewenangan Penyidik Polri.

7. Berdasarkan aturan terbaru (PP No. 43 tahun 2012), Koordinasi di bidang

operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara (Pasal 9):
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a. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS

serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

am aksanaan penyidikan
N ‘ \\\ﬁ“ ..‘
. i i .‘g dan

Nang

AN

. Pengawasan Polisi terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh

PPNS vyaitu (Pasal 14 PP 43 2012):

a.

b.

Pelaksanaan gelar perkara;
Pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
Melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang

memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;
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d. Pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
e. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkali

Wewenang PPNS yang diberikan setiap Undang Undang berbeda-beda,

seperti  kewenang

¢
%

rekening

9

Q)

PPNS, se

butuhnya

lain, kerap

disidangka

TN AR AES

profesionalitas:sebaga

keengganan

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan
hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan
hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-
waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang
dijadikan (coined). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan,

seperti : rechtstoepassing, rechtshandhaving (Belanda); law enforcement,
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application (Amerika) (Kaelan MS, 2002, hal: 43). Menurut Satjipto Rahardjo
menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilaiv.tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah ‘proses’ dilekukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum
berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus
ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.
Dalam menegakkan hukumsada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu
kepastian hukum ™ (Rechtssihcherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan
keadilan yang harus dirumuskan dalam suatu aturan (Gerechtigkeit).

Penegakan 'hukum di indonesia tidak terlepas dari peran para aparat
penegak hukum. Menurut Pasal.l Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini
adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

untuk melakukan penyelidikan.
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. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang

telah memperoleh hukum tetap.

b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai
kesejahteraan aparatnya.

c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya

maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik

hukum materiilnya maupun hukum acaranya.
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Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi,

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan

subjek hukum

alankan aturan

a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan
yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai
keadilan yang ada dalam masyarakat.

b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan

peraturan yang formal dan tertulis.
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Dalam Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan
telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan

faktor-faktor yang

pokok dari

o
o
Jﬂo‘ berlaku secara
v
s

# ya adalah agar

punguasa yang lebih tinggi,

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

3) Undang-Undang yang khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang
bersifat umum.

4) Undang-Undang yang berlaku belakangan mengenai hal tertentu,
membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu mengenai hal

tertentu tersebut;
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5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.

6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan

spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui

dalam hutan rimba yang tanpa aturan.

Di dalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak hukum
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas
kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam

penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum.
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Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian
pribadi yang memegang peranan karena:

a) Tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap,

mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk
membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tudak, kepolisian di daerah
tidak dapat mengetahui secara pasti, kareana tidak mempunyai alat untuk
memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas
yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum

tidak bisa berjalan dengan sempurna.

47



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

d. Faktor masyarakat
Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di da 13 at. O arena-itu, dip ng dari sudut tertentu

maka meé . enga eNe( : asyarakat

mengenai

hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan
kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam
masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari
kesadaran hukum masyarakat (M.Yahya Harahap, 2012, hal :23)

e. Faktor kebudayaan
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Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum
yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak

mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap

buruk (sehingga di d

, | ‘gg’\\‘“.

merupakan dasar atau

0@ m tertulis

(perunda masyarakat

yang tu.  Hukum

perundang yang menjadi

dasar dari

RN 1)

dapat berlaku

secara akti

‘\\\\\\\

%
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BAB Il

HASIL PENELITIAN

11 Tahun 2001

5 menggunakan

jalur  pemil 3 epat deng alat b g bukti untuk

hukum di dukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang
transparan berguna untuk menciptakan keadilan hukum masyarakat serta
menciptakan sistem pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum yang bersih
dan berwibawa. Peran Penegak hukum merupakan pintu gerbang utama agar
terciptanya kepastian hukum. Yang mana fungsi yang sangat penting dalam

penegak hukum untuk melindungi masyarakat.
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Kota Pekanbaru adalah salah satu kota besar di Indonesia pusat segala
aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang
berkembang seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana
perhubungan, pabrik, Ssarana-hiburan dan.sebagainya tak pelak perubahan-
perubahan tersebut memunculkan beberapa persoalan terkait ketertiban umum,
yaitu munculnya persoalan adanyaaktifitas pedagang Kaki Lima yang berjualan
tidak pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang
tentu saja hal tersebut dapat menganggu ketertiban umum dan bahkan merusak
keindahan daerah itu sendiri, karena akan terkesan kumuh dan semeraut.

Di Kota Pekanbaru, Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu mata
pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena
berjualan adalah pekerjaan yang tidak memerlukan kemampuan berfikir yang
tinggi. Serta dengan perkembangan Daerah Perkotaan dan adanya pertumbuhan
penduduk yang tinggi dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana
prasarana dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak masyarakat bawah
mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL.

Namun dalam lapangan.PKL yang.menjual barang dagangan di tempat
yang seharusnya merupakan fasilias umum yang mana tidak diperbolehkan
dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kemacetan terganggunya
ketentraman umum. Sehingga keberadaan PKL yang sangat semeraut dan tidak
teratur yang sangat berdampak kepada ketertiban dan keindahan serta kebersihan
lingkungan kota Pekanbaru. Akibat PKL yang menjajakan dagangannya disekitar

trotoar jalan juga mengakibatkan parkiran pembeli yang tidak teratur. Limbah
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sampah juga seringkali di abaikan oleh PKL tentu juga menggangu kebersihan
dan keindahan KotaPekanbaru.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukumnya, penulis
ingin mengkaji terlebih dahulu.mengenai_kewajiban yang.harus dipenuhi oleh
Pedagang Kaki Lima yaitu adalah bertanggung jawab terhadap ketertiban,
kerapian, Kkebersihan, keindahan; Kesehatan dingkungan dan keamanan Tempat
Usaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) perda Nomor 1 Tahun 2001.

Sehingga dapat penulis artikan bahwasanya kewajiban Pedagang Kaki
Lima adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin dari pihak Walikota yang
salah satunya menyelesaikan administrasi dengan membayar biaya-biaya;

2. Bertanggung jawab terhadap keteriban, kerapian kebersihan, keindahan,
kesehatan lingkungan dan kemanan di sekitar tempat usaha.

Namun di Kota pekanbaru Pedagang kaki Lima yang berjualan disekitar
umum kota pekanbaru hampir sebagian tidak memiliki izin untuk berjualan, dan
minimnya kesadaran untuk mengatur penempatan.barang dagangannya pada
tempat yang telah ditentukan oleh petugas secara teratur.

Dalam Penanganan Penataan PKL ini dilakukan melalui penetapan lokasi
binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan
lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika,
kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Dalam
Hal Penataan PKL, dibidang penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) dan dibantu oleh Dinas Pasar.
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Keberadaan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya lebih jelas diatur
dalam Pasal 5 yaitu Satpol PP memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunanan  program dan pelaksanaan  penegakan  perda,

masyarakat serta

Satpol PP sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil karena dalam peraturan
daerah ada sanksi pidana. Pembentukan Satpol PP sebagai bagian dari perangkat
daerah memainkan peran menegakkan Peraturan daerah dan menjaga ketertiban
umum dan kedamaian publik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Satpol PP
yang memenuhi persyaratan dapat ditentukan untuk menjadi penyelidik pegawai

negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang terkandung
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dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penerapan
KUHAP.

Sehingga menurut penulis dalam melakukan penertiban terhadap

juga telah di
atur di dalz 2001 tentang

Pembinaan un sudah ada

Dalam ketentuan umt .-% erapa istilah penting yaitu:
a. Daerah adalah .
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
c. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
d. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan
atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.

e. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang

ditetapkan oleh Walikota
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2. Tempat Usaha
Tempat Usaha Pedangang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Walikota dalam menetapkan tempat usaha ini, mempertimbangkan faktor sosial

ndapatkan izin

Penggunaan at Us epala agaimana dimaksud

QQ‘

a. Pemegang izin ar ketent yang tercantum dalam Surat izin.

b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai
Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.

c. Pemegang lzin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud tidak diberikan ganti rugi

yang berlaku selama 6 (Enam bulan). Atas pemberian izin, kepada pemegang izin
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diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut
diatur oleh Kepala Pedangang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan dan
atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan
peringatan satu_.kali. “Apabila.. Pedagang. .Kaki Lima, »tidak melaksanakan
peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak
melakukan penyitaan terhadap.barang dagangan.dan alat yang digunakan.

Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud,
diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala
Daerah. Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat Peringatan Ketiga belum juga
dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan
atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin. Dalam hal barang satuan karena
sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan, dan
atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkannya. Daerah.
Biaya pembuatan tanda izin dibebankan kepada penerima. izin dengan ketentuan
setinggitingginya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah),.yang mana teah diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 11tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),

4. Pembinaan dan Pengawasan

Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan
Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa
bimbingan dan penyuluhan. Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud,
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pengawasan Pedagang Kaki Lima

dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
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5. Ketentuan Pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

dapat diancam dengan pid { m am) bulan dan atau

\‘h\‘ .b a"
7

1dak Pidana

dan diberik 3 h da o - oat usaha Pedagang
Kaki Lima.

7.
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suatu kebutuhan ‘dasa diha an masyarakat dalam

bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan
masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan
pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini

merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah
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dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan
dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada

Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: “Satuan polisi pamong

penegakan

kontribusi

melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam
pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu
menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam
menciptakan dan memelihara ketentraman dan Kketertiban sehingga dapat

menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.
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Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong
Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai
sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta
memelihara yang-sudah mantap.melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan
lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi
Pamong Praja dapat lebih dirasakan: manfaatnya di semua bidang termasuk
pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju
pembanguan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun
intensitasnya serta semakin komplek masalahnya, maka akan membawa dampak
terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat Kkebutuhan yang cenderung
semakin meningkat pula.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
seringkali dibenturkan padaperbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain
mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di
antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing.
Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori
sosial. Dan dari ketegori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial
antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan
(Salim,H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Jakarta, Sinar
Grafika.2002, hal: 32). Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses
penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna

mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya,
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kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak
hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara
kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan
aparat Pemda yang otonom..meskipun kehadiran Satpel PP sendiri dapat
memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.
Satpol PP juga bisa menjalankan: fungsi yudisial. yaitu Polisi Pamong Praja yang
memenuhi persyaratan ‘dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. 2..(Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol PP adalah
bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) karena mempunyai
kewenangan penyidikan.Yang menjadi masalah, sesuai dengan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 adalah Satpol PP adalah bagian dari-Pemerintah Daerah,
sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP.bertanggung jawab
langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur.
Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara
Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten ataupun Kota (Sumber Internet,
diakses jam 11.12 WIB, Tanggal 15 November 2019).

Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam
menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana
secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Peace and order maintenance) dan

Penegakan Hukum (law enforcement).
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Selain itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bekerja
secara profesional. Menurut Kusnandar, profesionalisme adalah sebutan yang
mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu
profesi untuk _mewujudkan...dan meningkatkan  kualitas profesionalnya.
Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk
meningkatkan kemampuan prefesionalnya’ dan .terus-menerus mengembangkan
strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan
profesinya itu. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan professional apabila
dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah
ditetapkan, sedangkan dinyatakan tidak profesional apabila melanggar atau tidak
sesuai dengan prosedur Kerja yang telah ditetapkan.

Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima
(PKL) vyang berjualan di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru, dalam hal ini
dilakukan oleh Satpol PP telah melakukan berbagai upaya diantaranya ialah :

1. Penegakan hukum secara preventif

Penegakan hukum secara preventif merupakan Serangkaian upaya yang
dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya
sebelum terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang
ada, hal initerdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk
mencegahsuatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan
dalam melakukan sutu kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Agus

Pramono selaku Ketua Satpol PP Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa adapun
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Proses penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap
Pedagang Kaki Lima yang berjualan di wilayah Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru

adalah dengan Tahapan sebagai berikut :

hari. Dalam penyitaan atau

pembongka langgar setelah

dikeluarkan

Pasar Ramayana Kota

hal ini Dinas Pasar

- Untuk membina dan memberikan arahan kepada PKL
- Merekomendasikan tempat Relokasi PKL kepada Kepala Daerah
(Walikota)
Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Ketua Serikat
Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) yaitu Bapak H. Al Asri menjelaskan

bahwa penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar yaitu adanya tindakan
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Persuasif. Yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi
kepercayaan, sikap, dan perilaku Pedagang Kaki Lima sehingga bertindak sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Tindakan+« persuasif «tersebut dilakukan dengan. menangkap PKL,
kemudian diberi teguran dan sosialisasi bahwa Pedagang Kaki Lima tersebut
berada pada wilayah yang tidak: diizinkan untuk melakukan kegiatan Jual Beli
dikarenakan' PKL telah’ melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001
Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Sebelum dilaksanakan Penertiban, Dinas Pasar memberikan pilihan
tempat untuk pindah (Relokasi) kepada Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan
kegiatan Jual beli di tempat yang disediakan pemerintah. Relokasi tersebut adalah
upaya pemerintah dalam mencari win-win solution atas permasalahan PKL.

Dalam Hal penentuan Relokasi, Pemerintah Kota yang menetapkan dan
mengarahkan tempat relokasi tanpa adanya musyawarah dengan PKL.
Musyawarah tidak dilaksanakan dikarenakan tempat relokasi yang diinginkan
PKL adalah tempat yang ramai dan terletak.di tengah kota, dan tempat seperti itu
sulit untuk didapatkan.

Dijelaskan juga oleh Bapak H. Al Asri bahwa sebagai ketua Pedagang
Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) dia hanya mengatur pedagang-pedgang yang
tergabung sebagai anggota yang mana hal tersebut ditandai dengan pedagang
tersebut memiliki Kartu Tanda Angota (KTA) dan saat ini jumlah anggota

Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) adalah .... Pedagang.
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Bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak termasuk sebagai Anggota
Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) hal tersebut dikarenakan Pedagang Pasar
Plaza Sukaramai (SP3S) adalah pedagang yang telah memiliki tempat jualan yang
resmi atau Ruke™ yang di sewa kepada.Pengelola Pasar Sukaramai yang
merupakan pihak suasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru
dalam hal pengelolaan PT. Makmur Papan-Rermata, adapun upaya penertiban oleh
Satpol PP adalah terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan disekitar Pasar
Sukaramai dan sangat menganggu ketertiban dan kenyamanan di wilayah tersebut

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Penegakan hukum secara represif merupakan upaya selanjutnya yang
dilakukan oleh~Satpol PP apabila upaya preventif yang telah dilakukan masih
belum dapat memberikan pengaruh kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL)
untuk tidak berjualan sembarangan. Penegakan hukum-refresif merupakan
penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran yang dimaksudkan
untuk menanggulangi persoalan hukum berupa penegakan hukum administrasi
penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata, dalam hal melakukan
penegakan hukum secara represif Satpol PP melakukan
tindakan pengenaan sanksi andministratif kepada para PKL berupa denda, sebelm
memberikan sanksi Satpol PP telah memberikan himbauan berupa peringatan
kepada para PKL agar tidak berjualan disepanjang trotoar jalan kota Balikpapan.

Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak

Agus Pramono selaku Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
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menyatakan bahwa umumnya sanksi yang diberikan kepada PKL adalah sanksia
dministrasi berupa denda.

Adapun sanksi Pidana terhadap Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam

’ dta Pekanbaru
y ‘ﬂ!’ ng Kaki Lima

jarang dilak “@ al te karena dala ni_pe ‘p‘ aki lima tidak
o

an.

Lima terhadap

Kaki Lima d ; i : : jawaban dari 40
Responden menjawab t a tida adanya Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru ) ang binaan dan Penataan
dibolehkan berjualan maka ada semacam himbauan dari Pemerintah Kota

Pekanbaru, tetap terkait adanya aturan hukum dan sanksi bagi Pedagang Kaki

Lima mereka menja tidak mengetahui dan tidak mengerti aturannya.
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B. Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 11
Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh
Satpol PP di Pekanbaru

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, pendapat penulis
bahwasanya hukum dibuat agar terciptanya keadilan, yang mana hukum adalah
aturan yang dibuat bersifat -memaksa ‘dan; harus dilaksanakan dan apabila
dilanggar akan mendapatkan sanksi, dan disini lah tugas hukum agar terciptanya
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadlian, namun dapat kita lihat tentang
Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
Dalam melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki' Lima di Kota Pekanbaru ini tidak
semudah yang dibayangkan.

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas
pula untuk berbicara masalah hukum. Maka perlu dijelaskan pengertian hukum.
Menurut kelsen, hukum adalah sebagai suatu system kaidah, nilai, dan pola
tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau
patokan sikap (Chainur Arrasajid, 1988, him: 25).

Dalam arti sempit, dari_segi subyeknya itu, penegak hukum hanya
diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu
diperkenankan untuk menggunakan daya paksa ( Satjipto Raharjo, 2010, him: 2).

Dalam menegakkan hukumada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu
kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit),dan keadilan

(Gerechtigkeit) (Soedikno Mertokusumo, 2005, him: 145).
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Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda dalam mewujudkan

ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan
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a. Faktor Internal
1. Faktor Hukumnya Sendiri
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka
setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya
akan diberikan sanksi. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai

cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea
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keempat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Namun, hukum pada kenyataannya (das sein) tidak selalu sesuai dengan
apa yang tertulis pada peraturan, perundang-undangan (das sollen).

Namun Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi
permasalahan Pedagang Kaki Lima tersebut yakni dengan mengeluarkan regulasi
aturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 mengenai Izin Penataan dan Pembinaan
penjual Kaki Lima. Yang mana di jadikan acuan dan pedoman dalam melakukan
pengaturan terhadap Pedagang Kaki Lima disekitar Kota Pekanbaru

2. Faktor Aparat Penegak Hukum
a. Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil SatpolPP Pekanbaru

Fungsi dan peranan penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan
hukum di dukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang
transparan berguna” untuk  menciptakan keadilan.-hukum masyarakat serta
menciptakan sistem pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum yang bersih

dan berwibawa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Pramono selaku Ketua
Satpol PP Kota Pekanbaru bahwa hambatan dalam Pengaturan Pedagang Kaki
Lima karena jumlah penyidik pegawai negeri Satpol PP Pekanbaru masih
dianggap kurang. Jumlah penyidik berjumlah 1.400 orang dengan jumlah ruko

dan kantor lebih kurang 200, yang dimana penyidik ini tidak hanya menyelidiki
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Pelanggaran Pedagang Kaki Lima tetapi juga menangani penertiban seluruh Kota
Pekanbaru, dan penyelidikan ini dilakukan di seluruh Kota Pekanbaru sehingga

penyidik Satpol PP dalam menangani Pedagang Kaki Lima ini sangat tidak

maksimal.

AL

rda yang harus
enjamur, maka
dak seimbang,

um belum bisa

LU S (Y

mereka tidak mampu, oleh karenanya mereka berjualan di tempat yang seadanya
yang penting dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup
keluarganya. Para PKL ini kebanyakan bergerak di sektor makanan yang tidak
membutuhkan modal besar dan tempat luas. Para PKL ini berjualan dengan modal

seadanya, yang penting dapat memperoleh penghasilan meskipun kecil.
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Jadi peneliti menyimpulkan karena jumlah penyidik yang sedikit yang
harus melakukan pengawasan dan penyidikan diseluruh  Pekanbaru

mengakibatkan tidak optimalnya kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP, sehingga

sebagai p 0 ah da : ' hdukung suksesnya
pelaksana erah. Da nangan Satpol

PP sering ang tind pentur ';_ engan_pen k“hukum yang lain

ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Penyidik Pegawai Negri Sipil Satpol PP
Menurut Bapak Agus Pramono selaku Ketua Satpol PP Kota Pekanbaru,
kebanyakan personil dari Satpol PP tidak ada yang mengerti tentang perundang-
undangan. Kasus rendahnya kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia bukan

disebabkan oleh kurangnya jumlah staf tetapi kurangnya kualitas sumber daya
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manusia dan rendahnya motivasi para pegawai. Kondisi ini disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain minimnya;

a. Personil yang terlatih dengan baik,

menjadi efektif apabila

dari t - tura ’. epu IO RNC
ari peraturan-peratu Q““%

penjabat yang bersangkutan tida ginterpretasikan wewenang sebagai
kekuasaan atau kekuatan (power) semata namun juga peran, dimana peran setiap
penjabat dalam berbagai jenjang adalah saling

melengkapi, oleh karenanya koordinasi yang baik secara horizontal, yaitu antar

bidang yang berbeda, maupun secara vertikal, yaitu dengan pemimpin maupun

staf pelaksana.
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Kewenangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode kontrol
(persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang

dikontrol. Cara ini terkadang dilakukan juga untuk membujuk orang-orang yang

trol ini (persuasif dan

| \%“‘ .Q@ L semakin

prasarana yang
dimaksud ada jala sesua :‘. e yang nantinya
akan menunjang pelak jas g praja dalam
menjalankan A al apara 2gak  perc aka tidak mungkin

penegakan hukum'a enga e fasilitas tersebut

tercapai tujuannya. (Soekanto, 1993, p.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Kabid
Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Bapak Mursidi, SE., M.Si,
fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan PKL yang dimiliki oleh Dinas Pasar
terbagi atas 2 kategori, yaitu fasilitas bergerak dan tidak bergerak. Fasilitas

bergerak terdiri dari kendaraan operasional, kelengkapan patroli, dll. Sedangkan
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fasilitas tidak bergerak terdiri dari gedung kantor, beserta kelengkapannya seperti

ruangan kantor yang, komputer, printer.

Dari data diatas minimnya sarana yang dimiliki oleh Dinas Pasar yang

erangan) yang

dan penertiban

ai sasaran yang

. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan
penegakan ketertiban, seperti :

1) Kendaraan operasional;

2) Kendaraan dinas Kepala Satuan;

3) Kendaraan patrol wilayah;

4) Mobil dalmas;
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5) Pakaian anti huru hara;

6) Senjata gas air mata;

7) Handy talky; dan
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bahwa kine

tertentu, maka masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penegakan hukum
terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. Namun pada umumnya
masyarakat tidak begitu memahami Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001
Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Pekanbaru tersebut. Pedagang
Kaki Lima tidak mengetahui tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2001. Pedagang Kaki Lima yang berada di Pasar Jongkok, Pedagang Kaki
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Lima Jalan Tuanku Tambusai dan Pedagang Kaki Lima Hal ini yang
menyebabkan sulitnya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi para

Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan di kota pekanbaru.

yang pro dan a : : o] menyatakan

alasannya karene ¢ r : 1 ng dikunjungi para
pembeli di

Ha Pekanbaru untuk
merelokasi jalan di kota
pekanbaru. Berdasa 3 INC3 i Mulia, SH,

an bahwa Dalam

Peraturan Daerah yang mengatur masalah Pedagang Kaki Lima ini.
b. Faktor Eksternal
1. Kurangnya Lahan Untuk Relokasi
Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi
hak-haknya, seperti hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul.

Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal
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27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 13 UndangUndang Nomor 09 Tahun 1995
tentang Usaha Kecil : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek
perlindungan, dengan  menetapkan peraturan perundangundangan dan
kebijaksanaan untuk Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi
pemberian lokasi di pasar, ruangpertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian
rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi Pedagang Kaki
Lima, serta lokasi lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan relokasi
tempat berjualan untuk Para Pedagang Kaki Lima ke tempat baru yang strategis.
Lokasi baru yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru diantaranya adalah
area di belakang Giant, Pasar Purwodadi dan Pasar Seni Arifin Ahmad. Namun
PKL tidak setuju untuk di Relokasi ke lokasi tersebut karema menganggap area
tersebut tidak strategis serta jauh dari keramaian sehingga PKL di Kota Pekanbaru
tetap berjualan di tempat mereka biasa menjajakan barang dagangannya

2. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Sosialisi merupakan salah satu aspek dalam proses kontrol sosial sebab
untuk dapat mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan
kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dibutuhkan suatu kesadaran yang timbul
dalam diri seseorang untuk mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum
yang berlaku, yang disebut dengan kesadaran hukum.

Komunikasi kebijakan penanganan PKL maupun Kketertiban umum

dilakukan melalui sosialisasi yang berbentuk dialog. Namun pada umumnya
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sasaran kegiatan tersebut adalah wakil-wakil masyarakat, tidak secara khusus
kepada PKL yang resmi maupun illegal. Sehingga, secara umum, komunikasi

antara pelaksana kebijakan dengan PKL baik resmi maupun illegal sering

tersendat.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru, dalam hal ini dilakukan oleh Satpol PP

telah melakukan berbagai upaya diantaranya upaya Preventif dan upaya
Represif.

2. Terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan banyak sekali hambatan
yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001
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tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima yaitu Jika

dibandingkan dengan luas Kota Pekanbaru, jumlah Perda yang harus

ditegakkan serta jumlah pedagang kaki lima yang semakin menjamur, maka

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan
menunjang pelaksanaaan tugas satuan polisi pamong praja dalam
menjalankan tugasnya sebagai aparatur penegak perda, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan fasilitas

tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
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terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

cukup dan seterusnya.
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